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Dokumen Persyaratan Penyaluran Desa Reguler 

• Laporan Penyerapan dan Capaian Output tahun sebelumnya 

• Laporan Penyerapanan Capaian Output tahap I penyerapan minimal 50% dan cap 

output 35% 

Dokumen Persyaratan Penyaluran Desa Mandiri 

• Laporan Penyerapan dan Capaian Output tahun sebelumnya 

• Laporan Penyerapanan Capaian Output tahap I penyerapan minimal 50% dan cap 

output 35% 

• Laporan konvergensi pencegahan stunting tahun sebelumnya 
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Pemotongan Dana Desa Tahap II Desa Reguler dan Desa Mandiri 

• Sisa RKD 2021 yang tidak dianggarkan ke 2022 

• Sisa RKD 2020 yang tidak cukup diperhitungkan di 2021 

• Pada tahun 2021 tidak menyalurkan BLT atau menyalurkan BLT tetapi kurang dari 

12 bulan * 

• Pada tahun 2021 tidak menyalurkan BLT Tambahan (pemda prioritas penanganan 

kemiskinan ekstrim) ** 

*) Tidak dilakukan pemotongan apabila Desa menerbitkan Perkades 

**) Tidak dilakukan pemotongan apabila ada surat keterangan dari pemda apabila 

Dana Desa tidak mencukupi untuk BLT Tambahan 

 

 

 

 

 

  



4 
 

A. Penguncian Data Pagu Tahun 2021 

Fitur ini ditujukan untuk mengunci Data Pagu Tahun Anggaran 2021 sehingga dapat 

diketahui desa tersebut apakah terdapat sanksi pemotongan atau tidak. 

Login sebagai DPMD 

 

Setelah login silakan untuk berpindah ke tahun anggaran 2021 

 

Pilih menu Input-Input Pagu Per Desa 
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Akan muncul tampilan sebagai berikut pilih kunci data  

 

Jika desa tersebut masih ada sisa RKD tahun anggaran 2021 yang tidak dianggarkan 

ke 2022 maka  desa tersebut akan dikenakan potongan dan muncul notifikasi sebagai 

berikut  
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Jika tidak ada sisa RKD maka desa tersebut tidak dikenakan potongan dan akan 

muncul notifikasi sebagai berikut. 

 

Jika sesuai klik Kirim 
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B. Penguncian Data BLT Tahun 2021 

Fitur ini ditujukan untuk mengunci perekaman BLT Tahun 2021 sehingga dapat 

diketahui desa tersebut terdapat sanksi pemotongan atau tidak. Desa yang tidak 

menyalurkan Dana Desa untuk BLT selama 12 bulan untuk tahun anggaran 2021 

maka akan dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa Tahap II Tahun 2022 sebesar 

50%. Pemotongan tersebut dapat dikecualikan bagi desa yang menerbitkan Perkades 

terkait tidak disalurkannya BLT selama 12 bulan pada tahun 2021.  

Login sebagai BPKAD 
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Masuk ke tahun 2021  

 

Pilih menu Input-> Penyaluran BLT Desa 

 

Desa berikut sudah melakukan penyaluran BLT selama 12 bulan sehingga pada tahun 

2022 tidak dilakukan pemotongan. Klik pada kolom Kunci Data. 

 

Klik Kirim  
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Desa berikut tidak menyalurkan BLT selama 12 bulan, sehingga Tahap II akan dipotong sebesar 50%. 

Namun pemerintah desa dapat menerbitkan Perkades terkait tidak dapat disalurkannya BLT Desa selama 

12 bulan. Berikut Langkah-langkah upload perkades agar tidak dilakukan pemotongan Dana Desa tahun 

2022. 

Klik Upload pada kolom BLT (KPM) 

 

Klik Upload  

 

Pilih desa kemudian pilih dokumen kemudian klik Kirim. 
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Silahkan untuk konfirmasi ke KPPN untuk memverifikasi dokumen Perkades Tidak BLT 

tersebut. Jika sudah maka Desa yang telah dikunci dokumen perkades tidak bltnya oleh 

KPPN tidak akan dikenakan sanksi pemotongan  

 

Kembali ke user BPKAD lakukan kunci data  

Pada user BPKAD klik kunci data 
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Klik kirim, kunci BLT tahun 2021 telah berhasil. 

 

Untuk desa yang tidak menyalurkan BLT selama 12 Bulan dan tidak menyampaikan 

Perkades Tidak BLT maka akan dikenakan sanksi pemotongan sebesar 50%. 

Klik kunci data 

 

Maka akan muncul notifikasi sebagai berikut.Klik Kirim. 
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Kondisi desa  

• Sisa RKD 2021 tidak dianggarkan ke 2022 

• Pada tahun 2021 tidak menyalurkan BLT atau menyalurkan BLT tetapi kurang dari 

12 bulan  dan tidak menyampaikan Perkades Tidak BLT 

Jika desa tersebut tidak melakukan dua hal diatas maka akan terdapat sanksi 

pemotongan dana desa untuk sisa RKD yang tidak dianggarkan ke 2022 dan sanksi 

pemotongan dana desa sebesar 50%. 

Login user DPMD untuk kunci Data Pagu 2021 

 

Klik kirim maka desa akan dikenakan sanksi pemotongan. 
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Cek pada menu Monitoring Potongan silahkan ganti tahun anggaran menjadi 2022 terlebih dahulu 
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Proses Verifikasi Dokumen Perkades Tidak BLT pada KPPN 

Silakan login User KPPN 

 

Pilih tahun 2021 

 

Pilih menu Dana Desa->Dokumen Pengaujan Dana Desa 
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Silakan download dokumen kemudian jika sudah sesuai klik Kunci 

 

Klik Kirim  
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Maka Desa yang telah dikunci dokumen perkades tidak bltnya tidak akan dikenakan 

sanksi pemotongan  

C. Penguncian Data BLT Tahun 2021-Pemda Kemiskinan Ekstrem 

Fitur ini ditujukan untuk mengunci perekaman BLT Tahun 2021 khusus untuk desa 

Kemiskinan Ekstrem sehingga dapat diketahui desa tersebut terdapat sanksi 

pemotongan atau tidak. Desa yang tidak menyalurkan Dana Desa untuk BLT selama 

12 bulan serta BLT tambahan khusus untuk desa kemiskinan ekstrem maka akan 

dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa Tahap II Tahun 2022 sebesar 50%. 

Pemotongan tersebut dapat dikecualikan bagi desa yang menerbitkan Perkades 

terkait tidak disalurkannya BLT selama 12 bulan pada tahun 2021 dan Surat 

Keterangan Pemda terkait tidak disalurkannya BLT tambahan. 

Login sebagai BPKAD  
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Pilih tahun Anggaran 2021 

 

Pilih Menu Input->Penyaluran BLT Desa  
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Desa pada Pemda Kemiskinan Ekstrem yang sudah salur 12 bulan dan BLT 

tambahannya maka dapat langsung Kunci Data, karena desa tersebut tidak 

dikenakan potongan. 

 

Untuk Desa yang pada tahun 2021 tidak menyalurkan BLT atau menyalurkan BLT 

tetapi kurang dari 12 bulan dan tidak menyampaikan Perkades Tidak BLT serta pada 

tahun 2021 tidak menyalurkan BLT Tambahan (pemda prioritas penanganan 

kemiskinan ekstrim) dan tidak menyampaikan surat keterangan dari pemda yang 

menyatakan Dana Desa tidak mencukupi untuk BLT Tambahan maka dikenakan 

sanksi pemotongan 50%. 

 

Pada kolom SURAT KET PEMDA klik Upload  
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KPPN harus melakkan verifikasi dokumen terlebih dahulu supaya Desa tersebut tidak 

ada potongan. Silahkan informasikan ke KPPN setelah upload Perkades Tidak BLT 

untuk BLT yang tidak salur 12 bulan serta Surat Keterangan Pemda terkait BLT 

tambahan yang tidak salur. Hanya desa yang sudah dikunci perekaman penyaluran 

BLT Desa tahun 2021 yang dapat diajukan penyaluran Tahap II tahun 2022. 

Desa yang dokumen Perkades Tidak BLT 12 bulan dan Surat Keterangan Pemda 

Tidak salur BLT Tambahannya yang sudah diverifikasi KPPN akan menjadi sebagai 

berikut, tidak terdapat potongan. Silakan untuk klik kunci data.  

 

Klik kirim  



20 
 

 

Proses Verifikasi Dokumen Surat Keterangan Pemda BLT Tambahan tidak salur 

Login user KPPN Pilih Tahun Anggaran 2021 
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D. Kertas Kerja Penyaluran Dana Desa Tahap II Reguler 

Fitur ini ditujukan untuk membuat pengajuan penyaluran Dana Desa Tahap II untuk 

desa selain desa mandiri. Besaran penyaluran desa non mandiri adalah 40% Pagu 

dikurangi dengan proyeksi BLT 1 tahun. 

Login sebagai BPKAD. 
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Pilih menu Kertas Kerja-> Kertas Kerja Penyaluran Dana Desa Tahap II 

 

Pada kertas kerja tahap II terdapat menu Potongan. 

Pada menu ini dapat diketahui apakah desa tersebut akan dilakukan potongan atau 

tidak. Desa Reguler dan Desa Mandiri dikenakan sanksi potongan pada: 

• Sisa RKD 2021 yang tidak dianggarkan ke 2022 

• Sisa RKD 2020 yang tidak cukup diperhitungkan di 2021 

• Pada tahun 2021 tidak menyalurkan BLT atau menyalurkan BLT tetapi kurang dari 

12 bulan * 

• Pada tahun 2021 tidak menyalurkan BLT Tambahan (pemda prioritas penanganan 

kemiskinan ekstrim) ** 

*) Tidak dilakukan pemotongan apabila Desa menerbitkan Perkades 
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**) Tidak dilakukan pemotongan apabila ada surat keterangan dari pemda apabila 

Dana Desa tidak mencukupi untuk BLT Tambahan 

 

 

 

 

 

Kembali ke kertas kerja penyaluran tahap II Pastikan kertas kerja regular kemudian 

klik detail  
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Klik tambah 

 

Klik kirim  

 

Selanjutnya kita upload dokumen persyaratan Penyaluran Dana Desa Tahap II. 

• Laporan Penyerapan dan Capaian Output tahun sebelumnya 

• Laporan Penyerapan Capaian Output tahap I penyerapan minimal 50% dan cap 

output 35% 
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Klik pada masing masing icon laporan yang akan diupload 

 

Pilih Upload kemudian pilih desa dan pilih dokumen kemudian klik kirim. Begitu juga 

untuk upload laporan Tahap I. 
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Kemudian klik daftar desa  

 

Klik tambah 

 

Selanjutnya adalah proses taging, yaitu mengajukan desa-desa yang sudah 

memenuhi persyaratan 
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Apabila desa tersebut belum memenuhi persyaratan minimal penyerapan dan capaian output, maka 

akan ada notifikasi berikut : 

 

Maka mohon untuk menginput penyerapan terlebih dahulu. Input penyerapan 

dilakukan oleh user DPMD melalui menu Input-> Input Penyerapan Dana Desa. 

Setelah menambahkan semua desa, mohon dicek Kembali terutama terkait adanya 

potongan atas sanksi tidak BLT atau BLT tetapi tidak 12 bulan. 

Masuk ke akun DPMD 

Masuk ke menu Input->Input Penyerapan  
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Kemudian klik Kirim 
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Kembali ke kertas kerja penyaluran dan pilih desa saat tagging, Setelah 

menambahkan semua desa, mohon dicek Kembali terutama terkait adanya potongan 

atas sanksi tidak BLT atau BLT tetapi tidak 12 bulan. 

 

Silahkan cetak ke PDF untuk kemudian di tandatangani oleh kepala BPKAD. Daftar 

desa ini dijadikan lampiran surat pengantar. 

 

Selanjutnya Kembali ke kertas kerja untuk mengupload surat pengantar. 



30 
 

 

 

 

Kembali ke kertas kerja klik ajukan 

 

Klik kirim 
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PROSES DI KPPN 

Login sebagai user KPPN kemudian pada to do list silahkan klik detail 
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E. Kertas Kerja Penyaluran Dana Desa Tahap II Desa Mandiri 

Fitur ini ditujukan untuk membuat pengajuan penyaluran Dana Desa Tahap II untuk 

desa mandiri. Besaran penyaluran desa mandiri adalah 40% Pagu dikurangi dengan 

proyeksi BLT 1 tahun. Sebelum membuat kertas kerja penyaluran tahap II Desa 

Mandiri, pastikan pemda telah melakukan penguncian Data Pagu Tahun 2021 dan 

penguncian data BLT tahun 2021 untuk mengetahui apakah desa tersebut 

dikenakan sanksi potongan atau tidak.  

Jika sudah dilakukan Penguncian Data Pagu Tahun 2021 dan penguncian data BLT 

tahun 2021 maka Langkah selanjutnya membuat Kertas kerja penyaluran 

Login sebagai BPKAD. 

Klik menu Kertas Kerja Dana Desa-> Kertas Kerja Penyaluran Dana Desa Tahap II 
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Pilih mandiri kemudian klik detail 
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Klik Kirim untuk membuat batch penyaluran

 

Selanjutnya adalah upload dokumen persyaratan klik pada masing-masing icon. Adapun dokumen 

persyaratan Penyaluran Tahap II Desa Mandiri adalah sebagai berikut. 

• Laporan Penyerapan dan Capaian Output tahun sebelumnya 

• Laporan Penyerapanan Capaian Output tahap I penyerapan minimal 50% dan cap output 

35% 

• Laporan konvergensi pencegahan stunting tahun sebelumnya 

 

• Laporan Penyerapan dan Capaian Output tahun sebelumnya 
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• Laporan Penyerapan Capaian Output tahap I penyerapan minimal 50% dan cap output 

35% 

 

 

• Laporan konvergensi pencegahan stunting tahun sebelumnya 
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Kembali ke header klik daftar desa untuk memulai tagging  
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Jika muncul notifikasi berikut silahkan untuk melakukan input penyerapan pada user DPMD terlebih 

dahulu  
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Jika berhasil input kembali ke taging dan lakukan taging ulang, perhatikan jumlah sanksi potongan jika 

ada, kemudian di cetak dan ditandatangani sebagai lampiran surat pengantar. 

 

Setelah itu kembali ke kertas kerja untuk mengupload surat pengantar  
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Klik Ajukan 

 

 

 

 

F. Input Laporan BLT 

Login sebagai DPMD. 
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Masuk ke menu Input Penyerapan 

 

 



43 
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Setelah menginput penyerapan selanjutnya adalah melakukan pendetailan  

Masuk ke menu Penyaluran BLT Desa 

 

 

 

 

Klik Rekam Detail 
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Penyaluran BLT dilakukan secara triwulanan namun penginputan laporannya dilakukan 

secara bulanan. 
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G. Membuat Pengajuan Penyaluran BLT Triwulan II sd IV 

Fitur ini ditujukan untuk membuat pengajuan penyaluran BLT triwulan 2 sampai dengan 

triwulan 4 untuk desa mandiri maupun non mandiri. Untuk bisa disalurkan triwulan kedua 

maka Pemda harus input laporan BLT triwulan sebelumnya secara bulanan. 

Login sebagai BPKAD. 
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Masuk ke menu Kertas Kerja Dana Desa -> Kertas Kerja Penyaluran Dana Desa Tahap 

I 
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Klik Tambah 
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Klik Daftar Desa 
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Klik Tambah 

Desa yang dapat dipilih adalah 

- Desa yang sudah salur BLT Triwulan sebelumnya 

- Desa yang sudah menginput laporan BLT bulan 1,2 dan 3 

- Bukan termasuk desa yang di blokir 
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Klik KIRIM 

 

Cetak ke PDF 

Kembali ke kertas kerja 
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Setelah upload Surat Pengantar klik Ajukan 

 

Klik KIRIM 

Untuk pengajuan penyaluran BLT triwulan 3 dan 4 sama seperti proses penyaluran BLT 

triwulan 2. 

PROSES DI KPPN  

Login User KPPN, pada to do list klik detail penyaluran 
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H. Kertas Kerja Penyaluran Desa Minus  

Setelah DPMD melakukan kunci Data Pagu Tahun 2021 dan Kunci Data BLT Tahun 

2021 akan diperoleh desa tersebut dikenakan sanksi potongan atau tidak. Jika sanksi 

potongan yang dikenakan lebih besar dari batas penyaluran tahap II Tahun 2022 

maka desa dikenakan potongan sebesar seluruh jumlah tahap II tahun 2022 dan sisa 

sanksi potongan akan diteruskan pada tahap III. Kemudian Pemda membuat kertas 

kerja Minus. 

 

Untuk langkah awal silahkan cek besaran potongan pada masing-masing desa pada 

user BPKAD menu kertas kerja dana desa-> Monitoring Potongan Penyaluran DD 

  

 

 



57 
 

 

Membuat kertas kerja desa minus 

Desa yang dapat dipilih adalah : 

- Sudah Salur Tahap 1 

- Sudah Upload Laporan Tahap 1 

- Sudah Upload Laporan Tahun sebelumnya 

- Sudah Kunci Data tahun 2021 

- Sudah Kunci BLT tahun 2021 

- Bukan termasuk desa yang diblokir 

 

Login user BPKAD 

Pilih menu Kertas Kerja Dana Desa-> Kertas Kerja DD Tahap II  
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PROSES PADA KPPN  

Login User KPPN 

Pilih to do list klik Detail  
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Sebelum Pada User BPKAD  

 

Sesudah Pada User BPKAD 

 

I. Input Penyerapan dan Laporan Capaian Output 

Fitur ini ditujukan untuk membuat laporan penyerapan dan capaian output. Laporan  

penyerapan dan capaian output dapat ditandatangani oleh Kepala Desa atau Kepala  
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DPMD 

Login sebagai DPMD. Masuk ke menu Laporan Dana Desa -> Laporan Desa. 

 

Jika ingin mencetak laporan tahun sebelumnya silahkan berpindah login ke tahun 2021. Terdapat 

pilihan penandatangan laporan 
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Klik PDF untuk mencetak laporan 

 



68 
 

 

Apabila memilih kepala DPMD tetapi nama penandatangan belum keluar maka lakukan Langkah 

berikut. Rekam Pejabat Kepala DPMD melalui menu Input -> Input Pejabat 
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Setelah direkam, silahkan berkoordinasi dengan KPPN untuk melakukan aktivasi pejabat. Sebelum 

dilakukan aktivasi, maka pejabat tersebut belum akan muncul pada penandatangan laporan 

penyerapan dan capaian output. 


